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Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya mengajak
hadirin untuk melihat sistem perpajakan nasional kita dalam era
ekonomi global. Saya memandang topik ini sangat relevan dengan
strategi pembangunan nasional kita pada saat ini. Dalam era
persaingan antar negara yang semakin keras ini, pajak dapat
digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk membangun
“keunggulan-keunggulan strategis suatu bangsa divandingkan dengan
bangsa lain.

Secara histons pajak sudah lama menjadi bagian yang
menyatu dalam kehidupan suatu bangsa. Sejak Miashab Klasik yang
dipelopori oleh Adam Smith, David Ricardo, John Suart Mill dan

Thomas Malthus pajak sudah menjadi bagian yang tidak dapat
| dipisahkan dalam kehidupan suatu negara. Dari pajak inilah negara
membiayai kegiatan-kegiatan administrasi pemerintahan, angkatan
perang dan pembangunan,

Per definisi pajak diartikan sebagai pungutan paksa yang
dilakukan oleh pemerintah terhadap wajib pajak yang tidak ada
xontraprestasi secara langsung. Oleh karena tidak ada kontraprestasi



secara langsung, maka suatu pungutan pajak harus memenuhi asas-
asas sebagai beribut (Rochmat Soemitro, 1990).

Pertama adalah asas legal, asas in? mempunyai makna bahwa setiap
pungutan pajak harus didasarkan pada Undang-Undang. Oleb
karena itu setiap peraturan-perzturar: perpajakan, baik yang terdapat
dalam Peraiuran Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan,
maupun - Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak, harus ada
referensinya dalam Undang-Undang. Dalam sistem perpajakan di
Indonesia asas ini dinyatakan secara eksplisit datam Undang-Undang
Dasar 1945 Pada Pasal 23 ayat (2) undang-Undang Dasar 1945
dinyatakan bahwa semua pajak-pajak.untuk kegunaan kas negara
berdasarkan Undang-Undang.

Ke dua adalah kepastian hukum, artinya bahwa ketentuan-
ketentuan perpajakan tidak boleh memmbulkan keragu-raguan,
harus jelas dan mempunyai satu pengertian sehingga lidak dapat
ditafsickan ganda. ~ Ketentuan-ketentuan pajak yang dapat
ditafsirkan ganda akan menimbulkan celah-celah (/oopholes) yang
dapat dimanfaatkan oleh para penyelundup pajak. Beberapa unsur.
yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan kepastian hukurs
tersebut adalah mengenai, materi obyek pajak, subyek pajak,
tempat, waktu,  pendefinisian, penyempitan/periuasan, ruang
lingkup, penggunaan bahasa hukum, dan penggunaan istilah-istilah
baku. '



Ke tiga efisien, pajak dipungut dari masyarakat yang kemudian
digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan administrasi
pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu suatu jenis
pungutan pajak harus efisien, jangan sampai bizya-biaya pungutnya
justru lebih besar dibandingkan dengan penerimaan paj‘akn_va.
Fada masa laiu hebarapa jenis pajak di Indonesia tidak memenuhi
kriteria im, misalnya pajak radio, pajak anjing den pajak kendaraan
tidak bermotor. Hasil yang diperoleh dart pajak-pajak tersebut
tidak  seimbang dengan  biaya-biaya pengumpulan  vang
dikeluarkannya. |

Ke empat asas non distorsi, yaitu bahwa pajak harus tidak
menimbulkan distorsi dalam masarakat, terutama distorsi ekonomi.
Pengenaan pajak seharusnya tidak meniinbuikan kelesuan ekonomi, -
mis alokasi sumber-sumber daya dan inflasi.

Ke lima asas sederhana (simplicity), hal ini berarti aturan-aturan
pajak harus sederhana sehingga mudah dimengeru baik oleh fiskus,
maupun wajib pajak.  Aturan-aturan pajak yang kompleks di
samping akan saugar menyulitkan bagi pelaksana-pelaksana
perpajakan, juga dapat ditafsirtkan ganda sehingga dapat
menimbulkan loopholes.

Ke enam adalah azas adil, hal im1 terutama berarti bahwa alokasi
beban pajak pada berbagai golongan masyarakat harus
mencerminkan keadilan, Ada dua kriteria yang lazim digunakan
untuk melihat apakah alokasi beban pajak telah mencerminkan aspek



keadilan. Kiitena pertama adalah kemampuan membayar dari wajib
pajak (4bility 10 pav). Berdasarkan kriteria ini maka alokasi beban
| pajak dikatakan adil apabila seseorang yang imempunyai kemampuan
membayar lebih tinggt dikenakan proporst beban pajak yang lebih
tinggi, Kriteria ke dua adaleh prinsip benefit (bene7” principle),
yaitu benefit vany dipcroleh wajib paisk dari jasa-jasa puhlik vang
diberikan oleh pemerintah. Berdasarkan kriteria ini, maka pajak
dikatakan adil apabila seseorang yang meinperoleh kemkmatan lebih
besar dari jasa-jasa publik yang dihasilkan oleh pemenntah
dikenakan proporst beban pajak yang lebih besar. Pajak Bumi dan
Bangunan nusaliya, menggunakan kriteria  benefit ini untuk
mengukur aspek keadilan dalam perpajakan.

Adam Smith dalam bukunya The Wealth of Nations
memberikan empat kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur
keadilan dalam perpajakan, vyaitu sebagat berikut (Rochmat
Soemitro, 1990).

- equality dan equity

- certainty

- cownvenience of paymen!
- economics of collection

Pajak mempunyai dua fungsi utama, yaitu fungsi budgeter
dan fungsi regulasi (Musgiave and Musgrave, 1984). Fungsi
budgeter berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat umiuk
mengumputkan dana dari masyarakat yang kemudian digunakan
untuk inembiayai administrasi pemerintahan dan kegiatan-kegiatan
pembangunan.



_ Fungsi regulasi' terutama berkaitan dengan peranan pajak
dalam mengatur irama kegiatan ekonomi. alokasi . sumber,
redistribusi pendapatan dan kcnsumsi. Pajak adaleh salah satu alat
kebijaksanaan fiskal (Nafziger, 1997) yang dapat- digunakan untuk
mengatur  kegiatan-kegiatan  ekonomi melalui  pasar be{rang
(commodity market). Pada saat kondisi ekonomi cenderung kearah
infiasi (overheoting economy), maka salab satu kebijaksanaan yang
dapat dilakukan pemerintah adalah kebijaksanaan fiskal yang
bersifat kontraksi., yaug instrumennya  adalah menurunkan
pengeluaran Pemenintah dan/atau meningkatkan pajak.

Sebaliknya apabila ekonomi sedang mengalami kelesuan,
maka salah satu kebijaksanaan yang dapat diambil acalah
kebijaksanaan fiskal yang bersifat ekspansif, yaitu dengan
meningkatkan pengeluaran pemeriatah dan/atau menurunkan pajak.

Strategi perpajakan sering digunakan juga untuk mengatur
alokasi sumber-sumber ekonomi, pembatasan xonsumsi dan
~ redistribusi pendapatan. Dengan penetapan tax holiday bagi suatu
investasi di daerah-daerah tertentu atsu bidang-vidang uszha
tertentu diharapkan akan terjadi alokasi sumber-sumter ekonomi ke
. ‘daerah-daerah atau bidang-bidang usaha tersebut. Demikian juga
' dengdn’ pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi bagi jenis-jenis
- komoditi - tertentu  diharapkan dapat mengurangi konsumsi
masya.rakat akan komoditi tersebut. Di samping itu pajak juga
; digunakan untuk memperbaiki distribusi pendapatan dalam




masyarakat. Dengan struktur pajak progresif diharabkan
ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akan dapat dikurangi.

Hadirin yang saya hoymati

Indonesia telah dua kali nielekukan reformasi perpajakan,
yéitu 'pertama pada tahun 1983 dan ke dua pada tahun 1994 Padz
hakekatnya ke dua reformasi perpajakan tersebut dilakukan dengan
tujuan;

- meningkatkan penerimaan pemerintah dart sektor pajak

- meningkatkan efektivitas fungsi regulasi dan pajak

Ada beberapa perbedaan utama yang melatar belakangi reformasi
perpajakan pertama dan ke dua. Perbedaan-perbedaan tersebut
berkaitan dengan kondist internal dan eksternal yang dihadapi oleh
bangsa Indonesia pada waktu itu.

Reformasi perpajakan pertama.

Reformasi perpajakan pertama terutama dilatar belakang
oleh kesnlitan dana pembangunan yang disebabkan turunnya minyai
bumi di pasar duma. Sejak pertengahan tahun 1980 sampai dengan
tabun 1990 harga minyak bumi di pasar dunia mengalami penurunan
secara terus menerus dan sangat drastis (Miyasto, 1991). Turunnya
harga minyak bumi tersebut menimbulkan kesulitan yang cukup
besar bagi perekonomian Indonesia, karena sejak tahun 1974
sumber utama dari penerimaan negara adalah dari sektor minyak dzn
ges bumi (Booth dan McCawley, 1981). Dampaknya.pemerintzh




Indonesia pada saat itu terpaksa menyusun kembali skala prioritas
dari proyek-proyek pembangunannya. Beberapa proyek terpaksa
dibatalkan dan beberapa lagi ditunda pelaksanaannya.

Turunnya karga minyak bumi ini menyebabkan pume‘rintah
1nulai melihat pada sumber-sumbes penerimaan di war minyak dan
gas bumi, szlah satu diantaranya adalah pajak. Pajak pada saat itu
memeng belum dikelola secara optimal. = Sampai dengan akhir
tahun 1983 penerimaan dari sektor pajak masth relatif kecil, tax
ratio (perbandingan antara penerimaan pajak dengan produk
domestik bruto) Indonesta baru sekitar 6,35 persen. Beberapa
negara tetangga Indonesia, misalnya Malaysia dan Philipina sudah
mempunai /ax ratio yang relatif lebth tinggi. Malaysia pada saat
tersebut sudah mempunyai fax ratio sekitar 15 persen, Philipina
sekitar 14 persen. Berdasarkan kenyataan tersebut, Pemerintah
" Indonesia berpendapat bahwa peneriinaan dari sektor pajak masih
. sangat memungkinkan untuk ditingkatkan. Oleh karena itu maka
mulai tahun 1933 Indonesia melakukan reformasi perpajakan dalam
upaya meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Pada tahun
1983 dikeluarkan tiga Undang-Undang Pajak baru dan kenmudian
pada.tahun 1985 dikeluarkan lagi satu Undang-Undang Pajak, baru
yaitu: :

- Undang-Undang No 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
- dan Tata Cara Perpajakan

+: - Undang-Undang No 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

- Undang-Undang No 8 tahun 1983 tentang Pajak pertambahan
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah



- Undang-Undang No 12 tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan
Bangunan

Dalam reformasi perpajakan pertama ini terdapat suatu
perubahan sistem yang sangat mendasar, vaitu dari .ofﬁcia!
assessment vnenjadi self ossessment. Dalam sistem  self assessment
Waiib Pajak tidak hanya menjadi obyek tetapi jusiry menjadi subyek
yang diharapkan aktif berpartisipasi dalam sistem perpajukan
nastoual. Pcrubahan sisten ini dimaksudkan untuk lebih
memberdayakan Wajib Pajak dalan. sistem perpajakan nasional.
Implementasi dari perubanan sistem ini pada saat tersebut memang
dirasakan sangat berat karena:

- Masyarakat belum siap untuk menjadi subyek dalam sistem
perpajakan nasional, hal ini tidak hanya disebabkan oleh masih
rendahnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, tetapi
juga oleh tingkat pengetahuan masyarakat akan pzjak yang
masih relatif sangat rendah.

- Sumber daya manusia yang dimiliki oleh aparat perpajakan
senditi pada saat tersebut sebenarnya belum siap untuk
melaksanakan sistem self assessment,

- Prasarana, sarana dan data-base (basis data) yang diperlukan
untuk menggali seluruh informasi dari Wajib Pajak. masih sangat
belum memadai. |




Kondisi-kondisi eksternal maupun internal yang dihadapi
Indonesia pada saat tersebut ternyata telah memberikan warna pada
strategi perpajakan nasionalnya. Dalam reformasi perpajakan
pertama strategi perpajakan masth cenderung revemue oriented
(strategi yang berorientasi pada pencrimaan), yaitu bagaimana
meningkatkan nenerimaan pemerintah yang Gapat digunakan untuk
membiayai kegiatan-kegiatan pembangunan. Fungsi regulasi yang
berkaitar dengan peranan pajak dalam mengatur irama kegiatan
ekonomi, alokasi sumber, konsumsi dan redistribusi pendapatan
belum nampak secara signifikan. Strategi yang cenderung lebih
bersifat revenue oriented memang diarahkan untuk menghilangkan
tekanan yang sangat berat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara sebagai akibat turunnya penerimaan dari sektor miyak
bumi,

Dilihat dari sisi peningkatan penerit;{aan pemerintah,
reformasi perpajakan pertama memang memberikan hasil yang
sangat berarti. Pada Tahun Anggaran 1984/1985, yaitu pada saat
Undang-Undang Pajak Tahun 1983 tersebut mulai dikenalkan pada
masyarakat penerimaan pajak ¢! Indonesia baru scbesar Rp 4,788
triiun atau 24,7 persen dari APBN (dihitung dari Tabel 1).
- Sepuluh tahun kemudian yaitu pada Tahun 1994/1995 penerimaan
dari sektor pajak meningkat menjadi Rp 40,711 triliun atau 56,3
persen dari APBN,

Tax ratio yang pada tahun 1984 baru 6,35‘pcrse.n, pada
_ tahun 1994 meningkat menjadi 10,65 persen. Jumlah Wajib Pajak
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PPh dan PPN pada tahun 1984 baru sekitar 1,5 juta dan pada tahun

1992/1993 meningkat menjadi 5,2 juta. Demikian juga elasitisitas

perpajaxan {fax elasticity), yang merupakan salah satu tolok ukur

dari efisienst perpajakan, naik dari 08 pada tahun 1985 menjadi
1,64 pada taiun 19%4.

Suatu hal yang cukup menggembirakan apaoila kita melinat
pada struktur penenimaan pajak itu sendiri. Pada tehun 1984/1985
porsi pajak langsung, yaitu PPh dan PBB baru sekitar 47,6 persen
dari seluruh penenimaan pajak, sedangkan pada tahun anggaran
1994/1995 porsinya meningkat menjadi 49,1 persen. Semakin
meningkatnya proporsi pajak langsung di dalam struktur penerimaan
pajak adalah suatu hal yang positif di dalam sistem perpajakan,
karena hal itu menunjukkan bahwa struktur pajak di Indonesia
semakin menuju ke arah struktur yang progresif

Reformasi perpajakan pertama, walaupun dilihat dari sisi
peningkatan penerimaan negara menunjukkan p'eningkatan yang
sangat berarti dan dilihat dan strukturnya juga cenderung progresif,
namun masih ada beberapa masalah yang perlu mendapatkan
perhatian kita bersama.  Masalah-masalah terscbut terutama
berkaitan dengan fungsi pajak sebagai alat regglasi,
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Tabel 1.

Realisasi penerimaan Negara Tahun
1994/1995 (dalam milyar rupiah)

1984/1985 dan

Sumber Penenmaan 1984/19235 1994/1995
i Fenerimagn Dalam negeri 15902 61.370
A Pen-rimaan Minyak Bumi 10.430 13.399
dan  Gas
B Penerimaan di luar Minyak 5475 47.971
Bumi dan Gas
I. Pajak penghasilan o
2. PPN & PPnBM 2.121 18.350
3. Bea Masuk 878 14 087
4, Cukai 530 2.218
5. Pajak Ekspor 873 3.001
6. Pajak Lainnya 91 120
7. Ipeda/Pajak Bumi 138 - 303
dan Bangunan (PBB) 157 1.632
8. Penerimaan Bukan
Pajak _ 687 5.997
9. Penerimaan Penjualan| - 1.263
BBM :
| IT Penerimaan Pembangunan 3.478 10.983
-1 Bantuan Prgram 69 -
~2.  Bantuan Proyek 3.409 10.983
19383 72. 353

akarta.
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Pertama, refermasi perpajakan tahun 1983 ternyata belum
mampu memperkecil persentase bantuan juar negeri dalam struktur
penerimaan negara secara cukup beraiti.  Dari Tabel 1 dapat
dihitung bahwa pada tahun anggaran 1984/1985 porsi bantuan luar
negert dalam struktur penerimaan negara adalah 17,9 persen.
Sepuluh tahuu kemudian, vaitu pada tahun anggaran 1994/1993
porsi bantuan luar negeri dalam sirukiur penerimaan negara masth
scbesar 15,2 persen, jadi hanya turun scbesar 2,7 persen. Dcagan
demikian dapat dikatakan bahwa walaupun terjadi peningkatan
jumlah penerimaan yang sangat besar dari sektor pajak, tetapi
peningkatan tersebut belum dapat mengurangi ketergantungan
Indonesia terhadap bantuan luar negeri secara cukup berarti.

Ke dua, masih terdapat beberapa loopholes datam Undang-
Undang pajak tahun 1983, sehingga masth membernkan kesempatan
bagi timbulaya upaya-upaya penghindaran pajak, sebagai contoh
misalnya:

- Perubahan sistem oficial assessment menjadi self asessmemnt
ternyata belum diikuti oleh peningkatar kesadaran Wajib Pajak
dan peraturan yang mampu mengantisipasi apabila self
asessment  tersebut tidak dilakukan.  Beberapa kesulitan
ternyata muncul sebagai akibat Subyek Pajak yang seharusnya
sudah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak atau Pengusaha
kena Pajak, tetapi tidak mau mendaftarkan diri atau melaporkan
usahanya. Hal ini tentu tidak mencerminkan keadilan dalam
perpajakan, karena seolah-olah pajak hanya dikenakan pada



Wajib Pajak yang patuh sedangkan bagi wajib pajak yang tidak
patuh tidak dikenakan pajax.

- Pengertian pengurus yang hanya teroatas pada orang-orang vang
tertera pada akte pendirian (Undang-Undang No 6 Tahun 1983)
ternvata sering menyulitkan fiskus dalam melakukan veriftkasi
di lapangan utau pauagihan pajak..

Ke tiga, reformasi perpajakan pertama belum banyak
mengatisipasi aktivitas-aktivitas ekonowi yang semakin global.
Sebagai contoh dengan semakin berkembangnya kegiatan-kegiatan
bisnis yang berskala internasional, maka banyak Wajib Pajak Dalam
Negeri yang menanamkan modal di luar negen. Dalam kasus ini
sangat memungkinkan terjadinya upaya penghindaran pajak melalu
penundaan pembayaran laba kepada pemilik dalam waktu yang tidak
ditentukan, dan ini belum diantisipasi dalam Undang-Undang Pajak
tahun 1983. - .

Ke empat, Strategi perpajakan nasional pada tahun 1983
belum secara maksimal diarahkan untuk membantu pengusaha agar
dapat akses pade persaingan global,  Dalam erz tcknclogi,
kemampuan pengusaha untuk bersaing sangat ditentukan oleh
keunggulan sumber daya manusia dan teknologi yang dimilikinya
(Berry, Concling, and Ray, 1997). Pcrusahaan yang mempunyai
keunggulan di bidang sumber daya manusia dan teknologi akan
mempunyai keunggulan strategis yang iebih baik dibandingkan
dengan perusahaan-perusahaan yang kualitas sumber daya manusia
dan teknoleginya lebih inferior. Upaya-upaya untuk meningkatkan
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kualitas sumber daya manusia dan teknologi tentu memerlukan
biaya yang sangat besar dan pada umumnys hasil dari peningkatan
tersebut baru akan diperoleh dalam jangka panjang. Undang-
Undang perpajakan 1983, belum memberikan daya rangsang optimal
pag para pengusaha untuk melakukan kegiatan—kegialan penelitian
dan pengembangan. agar dzpat akses pada teknologi global

Hadirin yang saya hormati
Reformasi Perpajakan ke dua.

Reformasi perpajakan ke dua dilatar belakangi oleh kondisi
lingkungan yang berbeda dengan yang dihadapi pada saat reformas
pertama. Perkembangan perekonomian yang sangat dinamis yang
dimotori oleh perubahan-perubahan teknologi yang sedendkian
cepat telali meningkatkan ketidak pastian masa yang akan datang.
Terlalu cepatnya perubahan-perubakan lingkungan usaha sering
menyebabkan ekspektasi yang dilakukan oleh para pengusaha dan
para ekonom menjadi kurang berarti. Tidak jarang para pengusaha
mengambil keputusan-keputusan strategis yang justru dapat
menghancurkan perusahaannya sendiri. Tidak jarang pula para
ekonom memberikan rekomendasi yang udak valid kepada para -
pengambil kebijakan, sehingga melahirkan kebijakan-kebijakan
ekonomi yang terlihat kurang konsisien dengan kondisi eksternal
yang dihadapi. Ada beberapa kecenderungan internal dan eksternal
yang dihadapi bangsa Indonesia pada dekade tahun 1990 ini, yaitu
sebagai berikut.
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Pertama, semakin kuataya keingginan untuk meningkatkan
kemandizian dalam penerimaan negara. Hal ini seiring dengan
semakin meningkatnya hutang-hutang luer negeri Indonesia dalam
APBN dan tekanan-tekanan negara-negara kreditur yang selalu
mengkaitkan pinjaman luar negerinya dengan isv-isu politil‘( d:
Indonesia. Dalain kaitan ini, maka pajak sebagai sumber
penerimaan negara yang mandiri dan relatif mempunyai stabilitas
tinggi akan merupakan tumpuan utama bagi penerimaan negara di
masa yang akan datang. Strategi perpajakan nasional pada periode
ini memang salah satunya diaraiikan untuk mewujudkan harapan
tersebut. ,

Ke dua, era globalisasi sebagai akibat pesatnya kemajuan
dibidang transportast dan komunikasi ternyata menimbulkan
semakin besarnya saling ketergantungan antar bangsa. Perubahan-
perubahan yung terjadi di suatu negara tidak hanya dipengaruhi oleh
kebijakan-keuijakan stratejik yang diambil oleh manajemen negara
yang bersangkutan, tetapi dipengaruhi juga oleh perubahan-
perubahan yang terjadi di negara-negara lain. Pertumbuhan
ekonomi suatu bangsa di samping ditentukan oieh variabel-variabel
makro yang dimiliki oleh bangsa tersebut, sangat dipengaruhi pula
oleh perubahan-perubahan ekonomi dunia. Pada saat ini ketahanan
ekonomi suatu negara begitu mudahnya digoncang oleh gejolak-
gejclak ekonomi yang timbul dari negara-negara lain.



Ke tiga, era globalisasi juga menimbulkan tingkat kompetisi
global  yang cenderung semakin tajam. Prahalad (1994}
menyaiakan bahwa era ekonomi global adalah identik dengan era
persaingan' global. Dalam era kompetisi ini setiap pelaku ekonom
dituntut untuk mendefinisikan kemball siapa pesaing-pesaing
utamanya, tidak hanya pesaing-pesaing demestik  tetapi jugz
pesamng-pesaing dasi luar negen. Persaingan vang scmakin keras
membawa tuntutan pada kualitas produk dan tingkat efisiensi yang
semakin tinggi. Kondisi ini menyebabkan masing-masing negara
berupaya untuk memperkuat fakior-faktor internalnya baik secara
individual maupun melalui aliansi-aliansi strategis (Thurow, 1996).
misalnya NAFTA, AFTA dan APEC. Aliansi-aliansi ini cenderung
akan semakin kuat dimasa yang akan datang, bahkan I\:Iaisbit (1996)
berpendapat bahwa dunia cenderung akan bergerak dari kumpulan
negara menjadi kumpulan  kelompok-keiompok aliansi.  Bagi
Indonesia persaingan global ini ternyata menimbulkan kekhawatiran
bahwa Indenesia akan herada pada vosisi inferior  Hal ini
mengingat adanya kelemahan-kelemahan struktural yang dihadapi
dalam perekonomian nasional. Oleh karena itu tidak ada pilihan
lzin bagi Indonesia selain memperkuat posisi internalnya agar dapat
akses di arena kompetisi global tersebui.  Strategi pembangunan
ckonomi nasional, termasuk di antaranya strategi perpajakan
dituntut mampu untuk memperkuat posisi internal tersebut agar
Indonesia mempunyai keunggulan-keunggulan strategis untuk
bersaing. Dalam kaitan dengan ini, strategi perpajakan dituntut
untuk dapat ;
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- meningkatkan kemandirian penerimaan negara

- memperbaiki struktur ekonomi

- meningkatkan daya saing produk-produk domestik di luar negeri

- memberikan fasilitas bagi terbentuknya aliansi-aliansi strategis
dengan negara-negara lain. ’

Ke empat, kemajuan yang sangat pesat di bidang teknologi
telah menyelabkan terjadinya perubahan-perubahan eksternal yang
sangat cepat. Perubahan-perubahan tersebut sering tidak dapat
dianﬁsipasi oleh para pengambil keputusan. Akibatnya beberapa
peluang atau ancaman yang muncul dari perubahan-perubahan -
eksternal sering tidak dapat dimanfaatkan atau ditanggulangi
secara optimal.  Perubahan-perubahan yang sangat cepat ini
menuniut  suain  struktur yang flcksibel yang selalu mampu
“beradaptasi dengan perubahan-perubahan tersebut. Tuntutan akan
fleksibilitas ini berimbas juge pada sistem perpajakan nasional
Negara dituntut untuk mempunyai sistem perpajakan yang lebih
dinamis yang mampu mengantisipasi perubahan-perubahan eksternal
dari dunia bisnis. '

Ke lima, dekade 1990 - an ditandai dengan semakin
‘tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya: kelestarian
lingkungan. Masyarakat semakin sadar bahwa  kerusakan

.. lingkungan hidup semakin lama semakin parah.- Kemajuan di bidang

ekonomi di satu sisi memang meningkatkan kemakmuran
masyarakat, ietapi disisi lain teinyata menimbulkan efek sampingan
"Waitu kerusakan lingkungan dan semakin . terkurasnya sumber-
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sumber daya alam. Dalam upaya untuk menanggulangi kerusakan
lingkungan tersebut dapat dikatakan hampir seluruh negara ikut
- ambil bagian. Beberapa negara bahkan secara eksplisit sudah
menentukan syarat bahwa suatu produk harus tidak menimbulkan
kerusakan lingkungan (harus memenuhi standar 1SO 14000) agar
produk tersebur dapat dijual di negara yang bersangkutan. Oleh
karena itu duma bisnis dituntut untuk membuat suate periakuan
(freatment) terutama terhadap limbah yang dihasilkannya, agar
produknya dapat akses di pasar global. Perlakuan ini tentu
memerlukan biaya yang sangat besar sehingga perlu ada partisipasi
pemerintah karena tidak semua pengusaha bersedia dan mampu
untuk melakukannya. Beberapa rangsangan dapat dilakukan oleh
pemerintah, salah satunya adalah melalui ketentuan-keteniuan
perpajakan. Dengan memberikan aturan-aturan khusus di bidang
perpajakan diharapkan dapat memacu pengusaha untuk memberikan
perhatian yang lebih besar pada kelestarian fingkungan hidup. ‘ '

Hadirin yang saya Hormati

Reformasi perpajakan ke dua diarahkan untuk mengelaborasi
permasalaban-permasalahan yang berkaitan dengan kemandirian
penerimaan negara, keadilan dalam perpajakan, persaingan global,
pembinaan pengusaha kecil, perkembangan teknologi, kelestarian
alair dan lingkungan hidup. Hal ini terceimin pada peraturan-
peraturan perpajakan baik yang terdapat dalam hukum pajak formal,
maupun hukum pajak mateniil. Strategi perpajakan nasional dalam
reformasi ini terutama diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan

19



yang berkaitan dengé.n kemandirian dan peningkatan daya saing

ekonomi nasional di persaingan global. Beberapa tujuan lain yang

ingin dicapai dalam refcrmasi ini adalali:

- peningkatan kemampuan pengusaha-penguszha kecil untuk
akses di pasar globa!

- peningkatan kualitas sumber daya manusia

- pengembangan teknologi '

- pemeliharaan ekosistem

- penciptaan keadilan dalam perpajakan

- penciptaan aparat yang bersih dan berwibawa.

Beberapa keputusar strateiik telah diambil untuk mencapa tujuan-

tujuan tersebut, di antaranya adalah sebagat berikut,

Penurunan_tarif PPh dan perubahan lapisan penghasilan
kena pajak. Dibandingkan dengan Undang undang No 7 Tahun
1983, dalam Undang-Undang No 10 tahun 1994 terdapat
penurunan tarif PPh dan perubahan lapisan penghasilan kena pajak.
Pada Pasal 17 ayat (1), Undang-Undang No 7 tahun 1983,
ditentukan besarnya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak , yaitu:
- Penghasilan sa.mpaJ dengan Rp 10.000.000,-- dikenakan tanf
15 persen

- Penghasilan neblh besar Rp 10.000.000,-- sampai dengan
Rp 50.060.000,-- dikenakan tarif 25 persen

- Penghasilan lebih besar dari Rp 50.000.000,- dlkenakan tarif
35 persen. _

Sedangkan pada Undang-Undang No 10 Tahun 1994, yaitu pada

Pasal 17 ayat (1) besarnya tarif dan lapisan penghasilan kena pajak
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tersebut menjadi:

- Penghasilan sampai dengan Rp 25.00C.000,-- dikenakan tarif
10 persen ) :

- Penghasilan lebth besar dari Rp 25.000.000,-- sampai dengan ~
Rp 50.000.000,-- dikenakan tanf 15 persen

- Penghasilan lebih besar dari Rp 50.000.000,- dikenakan tarif
30 persen . -

Tarif tertinggi tersebut masih dapat diturunkan lagi, karena pada

Pasal 17 ayat {2) Undang-Undang No 10 tahun 1994 dinyataksn

bahwa dengan Peraturan Pemerintah tanf tertinggt sebesar 30

persen dapat diturunkan menjadi serendah-rendahaya 25 persen.

Strategi penurunan tanf PPh ini dimaksudkan di samping untuk

meningkatkan investasi di dalam negeri juga untuk memperkuat

daya saing pengusaha-pengusaha domestik terhad%p pengusaha-

pengusaha luar negeri di pasar internasional.

Peningkatan fax base. Agar penurunan tarif PPh tidak
berakibat menurunnys penerimaan Pemerintah dari sektor pajak,
maka penurunan tanf tersebut diikuti dengan peningkatan dasar
pengenaan pajak (tax base). Ada perbedaan yang cukup mendasar
antara Undang-Undang Pzjak tahun 1983 dengan Undang-undang
Pajak tahun 1994, yaitu mengenai pengertian obyek pajak. Dalam
Undang-Undang Pajak tabun 1983 yang namanya obyek pajak
dinyatakan secara eksplisit di dalam Undang-Undang. Tetapi dalam
Undang-Undang Pajak tahun 1994 yang dinyatakan dalam Undang-
Undang justru yang tidak menjadi obyek pajak.  Hal ini
dimaksudkan untuk menjadikan peraturan-peraturan perpajakan
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menjadi lebih texponsif terhadap perubahan-perubahan eksternal
yang cenderuny idak dapat diperkirakan.

Metode perhitungan penyusutan. - Upaya lain untuk
meningkatkan Aemampuan pengusaha domestik mampu akses pada
persairga global agalak deagan iebth membenkan kebebasan pada

mereka dalam menyusun strategi penyusutannya. Dalam Undang-
Undang pajak baru pengusaba diberi kebebasan memilih
menggunaxan straight iine mefthod (metode garis lurus) aiau
double declining  balance (metode - penyusutan menurun
berdasarkan mnilai buku) bagi penyusutan aktiva tetap bukan
bangunan (Pasal 11 dan 11 A UU No 10 Tahun 1994). Semula
untuk aktiva tersebut hanya boleh disusut dengan metode double
declining balance (Pasal 11 UU No 7 Tahun 1983). Dengan lebih
leluasanya pengusaha menggunakan metode peayusutan, diharapkan
akan dapat meningkatkan minat pengusaha untuk melakukan
nivestasi, karena mereka dapat menyusun strategi dalam aliran
kasnya {cashfiow) secara lebih baik. -

Pembernian _ fasilitas  porpajakan. Beberapa fasilitas
perpajakan diberikan - kepada Wajib Pajak yang melakukan
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau di
daerah-daerah terteniu (Fasal 31 A Undang-undang No 10 Tahun
1994).  Pemberian fasilitas in7 dilakukan untuk mendukung
_pengembangan sektor-sektor dan daerah-daerah prioritas bagi
pembangunan nasional. Fasilitas sektoral terutama diarahkan pada
sektor-sektor yang berorientasi ekspor. Hal ini dimaksudkan untuk
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mendukung strategi pembangunan ekonomi yang lebih bersifat

expori-drive. (berorienasi ekspor). Sedangkan pemberian fasilitas

perpajakan pada penanaman modal di daerah-daerah tertentu lebih

diarahkan pada daerah-dacrah miskin, dalam rangha menunjang

pemerataan pembangunan di selurub wilayah Indonesia.  Fasilitas-

iasilitzs perpajakan tersebut dapat berupa !

- kompensasi kerugian yang lebih lama, tetapi tidak lebin dari 10
tahun

- penvusutan/amortisasi yang dipercepat

- pengurangan pajak penghasilan atas deviden

- penetapan bahwa pemberian dalam bentuk natura dan bentuk-
bentuk kenikmatan tertentu yang dapat dianggap sebagai biaya
yang bersifat rax deductible (biaya-biaya yang dapat digunakan
untuk mengurangi penghasilan kena pajak) )

Penetapan_biaya untuk pengembangan Iptek, SDM, dan
pelestaian hngkurgan hidup scbagai biaya vang bersifat rax
deductible. Untuk dapat akses pada persamgain global, setiap
pelaku ekoncmi dituntut mempunyai keungguian-keunggulan
dibidang teknologi. dan kualitas sumber daya manusia. Dengan
demikian maka keguatan-kegiatan resecrch and development, dan

pengembangan sumber daya manusia menjadi sangat strategis di
masa yang akan datang. Strategi perpajakan tahun 1994 diarahkan
juga untuk mengantisipasi kecenderungan ini. Fasal 6 ayat (1)
Undang-undang No 10 tahun 1994 menyatakan bahwa segala
pengeluaran untuk magang, pelatihan, bea siswa serta pengeluaran -
untuk penelitian dan pengembargan yang dilakukan di Indonesia
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dengan biaya wajar dapat dibebankan sebagai biaya yang bersifat fax
deductible. Demikian juga segala biaya-biaya yang dikeluarkan
untuk keperivan pengolalian limbah  dapat dimasukkan sebagei
biaye yaug bersifat fax deductible.  Ketentuan-ketentuan in
dimaksudhan dalam rangka mendorong perusahaan-perusahaan
rasional untuk melakukan kegiatan-legiatan peaelitian  dan
pengembangan dan selalu konsern terhadap lngkungan sehingga

mampu akses pada standar ISC 14.000. .

Penetapan pengusaha kecil sebagai pengusaha tidak kena
PPN, Dalam Pasal 1 huruf | UU no 11 Tahun 1994, dinyatakan
bahwa pengusaha kecil dinyatakan sebagai pengusaha’tidak kena
pajak, tctapi dapat minta dikukuhkan menjédi pengusaha kena
pajak. Ketentuan tersebut dimaksudkan untuk meringankan beban
dari pengusaha-pengusaha kecil tersebut, sehingga mereka mampu
untuk-akses dalam persaingan. .

Perlakuan_khusus dalam PPN dan PPnBM. Sebagaimana
dalam Undang-Undang PPh Tahun 1994, dalam Undang-Undang
PPN & PPnBM Tahun 1994 terdapat juga perlakuan khusus bagi

Wajib Pajak dan/atau Barang Kena pajak tertentu. Beberapa di

antaranya adalah sebagai berikut.

Pertama, periakuan khusus bagi Barang Kena Pajak yang
diekspor.  Seperti yang telah saya sampaikan di muka bahwa
starategi perpajakan salah satunya diarahkan untuk menunjang
ekspor non migas. Pasal 7 ayat (2) UU No 1! Tahun 1994
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menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan ‘Nilai atas Ekspor
Barang Kena Pajak adalah nol persen. Hal ini berarti untuk Barang
kena Pajak yang dickspor akan dikenakan PPN sebesar nol persen
dikalikan dengan nilai jual barang tersebui, kemudian eksportirnya
aken mempcroieh kembzli pajak masukan yang dulu sudah dibayar
melalui laveraasirnya pada saat ia membeil masukan antarzava
(intermediary input).  Strategl ind dimaksudkan untuk:
- meuingkatkan nunat pengusaha untuk menjadi eksportir
meningkatkan kemampuar eksportir untuk akses pada pasar luar
negeri

Kedua, dalam Undang-Undang PPN Jan PPnBM Tahun
1994 terdapat beberapa bentuk kemudahan yang diberikan pada
Wajib Paiak. Dalam Pasal 16B ayat (1) Undang-Undang No 11
Tahun 1994 dinyatakan bahwa dengan Peraturan Pemerintah pajak
terhutang tidak dipungut sebagian atau seluruhnya baik untuk
sementara waktu atau selamanyz, aiau dibebaskan dari pengenaan
pajak untuk:
— kegtatan di kawasan tertentu atau tempat tertentu di daerah
pabear;
— penyerahan Barang Kena Pajak tertentu atau Jasa Kena Pajak
tertentu atau impor Barang Kena Pajak tertentu
— pemanfaatan Barang Kena Pajak tertentu dari luar daerah
Pabean dan di dalam daerah Pabean
— pemanfaatan Jasa Kena Pajak tertentu dari [uar daerah pabean
atau didalam daerah pabean
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Tujuan diberikannya perlakuan khusus tersebut adalah untuk
mencercepat  keberhasilan  pembangunan  bagi - sektor-sektor
prioritas, khususnya scktor-sektor yang beroricniasi pada ekspo.

Ke tiga, dalam rangka pemngkatan eiisiensi perusahaan
meialui  perubzhan bentuk usaha, penggabungan usaha atau
pengalihan selurub aktiva perusahaan yang diikuti oleh perubahan
pihak yang berhak aias Barang Kena Pajaknya, maka penyerahan -
atas barang tersebui tidak ternutang PPN (Pasal 9 ayat (14)
Undang-Undang No 10 Tahun 1994). Pajak masukan atas barang
kena pajak yang dialihkan dan yang telah dikreditkan tidak harus
dibayar kembali, sedangkan bagi yang belum dikreditkan dapat
dikreditkan.  Ketentuan ini dimaksudkan untuk mendorong
pengusaha-pengusaaha Indonesia melakukan aliansi-aliansi strategis
untuk memperkuat faktor-faktor internalnya,  Aliansi strategis ini
cenderung semakin penting dalam era persaingan global, karena
akan dapat meningkatkan efisiensi usaha. Berdasarkan pengalaman
ternyata perusahaan-perusahaan yang melakukan aliansi dengan
perusahaan-perusahaan lain cenderung lebih efisien, mengingat ada
beberapa biaya bersama yang dapar lebih diliemat.

Upaya untuk meningkatkan progresivitas struktur PPN dan
PPnBM. Daiam Undang-Undang Pajak Tahun 1994 terlihat adanya
upaya-upaya yang lebih kentara untuk meningkatkan keadilan dalam
perpajakan, salah satunya adalah upaya untuk meningkatkan
progresivitas strukter PPN dan PPnBM. Pada Pasal 8 Undang-
Undang No 11 Tahun 1994 telah ditetapkan penglompokkan tarif
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PPnBM mulai dari 10 persen sampai dengan 50 persen. Pada
Undang-Undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No 8 Tahun
1983 hanya ada dua kelompok tarif PPnBM yaitu 10 dan 20 persen,
walaupun diberikan kemungkinan peningkatan tarif sampai 35
persen. Peningatan tarif PPnBM yang disesuaikan dengan tingkat
kemewahan barang vang dikonsumsi tersebut menunjuckan adanya
perhatian yang lebih besar dan sistem perpajakan nasional pada
upaya-upaya untuk menghilangkan kecemburuan sosial karena pola
konsumsi dari sebagian masyarakat yang terlatu berlebihan.

Upaya melindungi pengusaha domestik terhadap perlakuan
tidak sehat dari pengusaha luar negers  Dalam upaya uniuk
memperoleh keunggulan strategis dalam bersaing di pasar global,
tidak jerang pengusaha melakukan taktik-taktik bersaing yang
merugikan pesaing-pesaingnya. Beberaps pcrusahaan sering
melakiikan strategi dumping (meniual varang vang sama di luar
negeri dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga di
dalam negeri) untuk dapat masuk ke pasar suatu negara. Kadang-
kadang Pemerintah dimana perusahaan tersebut berada memberikan
bantuan pada para pengusahanya agar dapat masuk ke pasar suatu
negara, yaitu dengan memberikan subsidi.  Strategi perpajakan
nasional kita pada reformast ke dua ini telah mengantisipasi hal
tersebut. Upaya-upaya perlindungan terhadap pengusaha-
pengusaha domestik dari praktek-praktek persairgan tidak schat
yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha asing telah diakomodasi
datam Undang-undang Perpajakan kita. Dalam Undang-Undang No
10 Tahun 1995, yaitu tentang Kepabeanan telah diatur mengenai
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